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KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan
dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan
publik dalam menyediakan dan menyediakan dan melayani permohonan informasi publik
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU
No. 14 Tahun 2008 adalah adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi

dilingkungan badan publik untuk menghasilakan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah
Kabupaten Banyumas telah menerbitkan peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun
2022 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.Regulasi tersebut merupakan landasan operasional
bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan
keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan penyimpanan,
pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan
tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Guna mempercepat
penanganan permohonan layanan informasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas, PPID DPU Banyumas menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)
dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani
permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan
jangka waktu penecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan
atau pengurangan data.



Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan
representatif, PPID Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas menyediakan
ruang dan meja untuk melayani informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat
penduking layanan antara lain telepon, seperangkat laptop yang terkoneksi dengan
internet untuk petugas pelayananpengunjung,pojok baca dan kursi tunggu.Pemohon
yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi
ruang layanan informasi dengan mengisi permohonan informasi publik.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi untuk melayani
permohonan informasi publik sevara langsung, PPID Dinas Pekerjaan Umum juga
menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website
https://dpu.banyumaskab.go.id/ pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses

layanan permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui

layanan back office oleh petugas pelayanan.

pit A4S PEKERJAAN UMUM
<ABUPATEN BANYUMAS

Dokumentasi Layanan Informasi Publik



Il. Pelayanan Informasi Publik

1.
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Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Sarana dan fasilitas terdiri dari :

.1 unit laptop untuk admin Website
. 1TunitPC

.1 Unit Printer

.1 camera digital

.1 smart tv

.1 handphone

Waktu Pelayanan Informasi Publik.

Waktu layanan adalah sebagai berikut :

¢ Senin — Kamis . Pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB
e Jumat . Pukul 07.30 WIB s/d 15.15 WIB

Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

e Kantor . Dinas Pekerjaan Umum Kab.Banyumas Jalan Jend. Gatot
Subroto III-5 Pirwokerto
e Email . dinaspubanyumas@gmail.com

e Instagram : dpubanyumas
e Facebook : Dinas Pekerjaan Umum Banyumas

Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang dimiliki dalam menangani pelayanan informasi Publik :

No Pendidikan Jumlah
1 S1 9
2 S2 1 J

Aanggaran Pelayanan Informasi.
Tidak tersedia anggaran khusus untuk PPID namun untuk penganggaran

kegiatan PPID telah di back up dengan anggaran kegiatan di sekretariat

lll. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No Pelayanan Jumlah Pemohon
1 GSS 57

2 Peil Banjir 18

3 |PBG 720

4 | SLF 1899

5 | Uji Lab 647

6 | Sewa Alat Berat 157




V.

Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur
yang berlaku.

2. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi
publik dengan klasifikasi tertentu.

Pemohon layanan GSS sebanyak 57, Waktu Pelayanan sampai 5 hari
Pemohon layanan Peil Banjir sebanyak 18, Waktu Pelayanan sampai 5
hari

Pemohon layanan Alat Berat 157, pemohon pelayanan 3 Hari

Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 647 pemohon, waktu
pelayanan 3 Hari

Pemohon layanan PBG 720, waktu pelayanan 10 Hari

Pemohon layanan SLF 1899, waktu pelayanan 2 Hari

Pemohon layanan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) 8 pemohon,
waktu pelayanan 4 hari

Layanan Lapak Aduan sebanyak 5792 aduan, waktu pelayanan maksimal
5 hari

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya.

Jumlah permohonan informasi publik dari lapak aduan yang sudah tindak lanjut

dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dikabulkan sebanyak 5792.

4. Jumlah Permohonan informasi publik yang di tolak beserta alasannya.

Di tahun 2025 PPID Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tidak ada

permohonan infoemasi publik yang di tolak.

5. Jumlah keberatan yang diterima

Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tidak ada

keberatan yang diterima.

Penghargaan.

Penghargaan terbaik 1, dalam kecepatan pelayanan dan penyelesaian aduan

masyarakat yang disampaikan melalui Lapak Aduan Banyumas Tahun 2022.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Kendala layanan informasi publik antara lain :

e Informasi publik yang diminta tidak jelas
e Alasan permintaan informasi publik tidak jelas
e Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

VL. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

. Damantiharm earana dan nracarana



Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan
dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tahun 2025.

Purwokerto, 31 Desember 2025
PPID PEMBANTU

MY TIBYANI, S.T,M.T
13121004

KHEI
NI 1 1975011320
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

JI. Jend. GatotSubroto No. Il -5 PURWOKERTO 53116
Telp.(0281) 637038 Fax. (0281) 638027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 050 / JTAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU
BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan
dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi menuju pelayanan informasi yang cepat,
mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
beserta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada

Dinas Pekerjaan Umum,

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.



Mengingat

10.

11.

Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang - Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan,;

Undang — Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang — Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun
2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

e e - P - - - el NP



12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
(Berita Daerah KabupatenBanyumas Tahun 2018
Nomor 81) ;

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.

14 Peraturan Bupati Banyumas No. 75 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan

Umum.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU :  Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

KEDUA :  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas
dan bertanggung jawab dalam:

1. Mengklarifikasikan informasi yang terdiri dari :

a. Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta;

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

d. Informasi yang dikecualikan.

2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi
publik yang diajukan oleh pemohon informasi
publik;

3. Mengkoordinasikan dan  mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
yang ada di lingkungannya;

4. Mengkoordinasikan pendokumentasian,

penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang
ada di lingkungannya;

6. Melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi yang ada di lingkungannya;

7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada
di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

8. Melakukan inventarisasi informasi yang
dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID
Utama dan dilaksanakan uji konsekuensi;

9. Memberikan laporan  tentang  pengelolaan
informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID
Utama secara berkala.

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
beserta Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana
terlampir dalam keputusan tersebut.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

Kabupaten Banyumas
: 050/ /2024
: 02 Januari 2024

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

PPID UTAMA

KEPALA DINAS

KOMINFO

1

PPID PEMBANTU
SEKERTARIS DPU
KAB. BANYUMAS

BIDANG PENDUKUNG BIDANG PENGOLAHAN BIDANG PELAYANAN BIDANG FASILITASI
SEKRETARIAT DATA DAN KLASIFIKASI DAN INFORMASI SENGKETA
INFORMASI INFORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

PURWOKERTO, 02 JANUARI 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS




pPEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

JI. Jend. Gatot Subroto No. IlI-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114
Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027

Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050 / /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan
standar pelayanan publik

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan

standar pelayanan publik dengan keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dor Do RDivalbrract Namonr 158 Tahiin 2014 tentano



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Layanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Pengelola Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pengelola Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Tim Pengendali Pelayanan Publik;

b. Tim Pemantau Pelayanan Publik;

¢ Tim Pengelola Layanan dan Aduan;

d. Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Publik;

Pengelola Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Ammram  batrantiian arnahila dilemudian hari terdapat



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO



Lampiran] :Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 050 / /2024
Tanggal : 08 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALI PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO JABATAN DALAM DINAS ]ABAT;;’:GPADA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1. | Kepala Dinas Ketua Tim
2. | Sekretaris Dinas Sekretaris Tim
3. | Kepala Bidang Drainase dan Bina Koordinator Sesuai Bidang
Jasa Konstruksi Layanan
4. | Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinator Sesuai Bidang
Pembangunan Jalan Layanan
5. | Kepala Bidang Pemeliharaan dan Koordinator Sesuai Bidang
Monev Jalan Layanan
6. | Kepala Bidang SDA dan Irigasi Koordinator Sesuai Bidang
Layanan
7. | Kepala Bidang Penataan Koordinator Sesuai Bidang
Bangunan Layanan
8. | Pejabat Fungsional Ahli Muda Pelaksana Teknis Sesuai Bidang
(Bidang Teknis) Layanan
9. | Kasubbag. Umum dan Anggota Sekretariat Tim
Kepegawaian
'10. | Staf Pelaksana Anggota
a. Analis Organisasi Sekretariat Tim
b. Pengelola kepegawaian - Sekretariat Tim

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO




Lampiran Il : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten

Banyumas
Nomor : 050 / /2024
Tanggal : 08 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALI PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024

NO

JABATAN DALAM
TIM

URAIAN TUGAS

Ketua Tim

Mengoordinasi secara operasional dalam
pengawasan dan pengendalian mutu pada
pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh
masing-masing Bidang;

Mengoordinasi pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelayanan publik Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas;

Mengoordinasi penelaahan pelayanan publik di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
dan

Mengoordinasi penyusunan administrasi
pelaporan kegiatan pelayanan publik.

Sekretaris Tim

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pelayanan publik;

Mengatur teknis operasional dalam
pengawasan dan pengendalian mutu pada
pelayanan publik;

Mengoordinasikan pengumpulan dan
menganalisis data dan informasi pengawasan
dan pengendalian mutu pada pelayanan publik;
Menelaah permasalahan pada pelayanan
publik; dan

Mengoordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat
dalam mendukung kelancaran proses
pengawasan dan pengendalian mutu pada
pelayanan publik, antara lain dalam bentuk
administrasi penyediaan sarana dan prasarana,
penyajian dokumen, publikasi dan distribusi
serta penyebarluasan dokumen.

Koordinator
Bidang

Mengoordinasi pengawasan dan pengendalian
mutu pada pelayanan publik sesuai dengan
tugas dan fungsi sub unit/Bidang;

Mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel,
orafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan




NO

JABATAN DALAM
TIM

URAIAN TUGAS

Menelaah permasalahan pada pelayanan publik
sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit; dan

Mengoordinasi pemenuhan administrasi
pengawasan dan pengendalian mutu pada

pelayanan publik sesuai dengan tugas dan
fungsi sub unit.

Anggota

membantu  Koordinator  Bidang  dalam
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
mutu pada pelayanan publik sesuai dengan
tugas dan fungsi sub unit;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
analisa data pelayanan publik, bersama-sama
dengan Koordinator Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsi sub unit; dan

Menyiapkan bahan administrasi serta terlibat
dalam pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian mutu pada pelayanan publik
sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit;

Sekretariat

Membantu menyediakan sarana dan prasarana
serta kelengkapan administrasi yang
dibutuhkan dalam mendukung  proses
pengawasan dan pengendalian mutu pada
pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas;

Membantu mengoordinasikan dan
mengkomunikasikan proses pengawasan dan
pengendalian pada pelayanan publik di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; dan
Membantu menyajikan hasil dokumen dalam
bentuk paparan atau media lain dan
mempublikasikan atau mendistribusikan
dokumen dengan tujuan penyebarluasan
dokumen.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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Lampiran Il : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 050 / /2024
Tanggal : 08 Januari 2024

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO JABATAN DALAM DINAS ]ABAT.]{:I:APADA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1. | Sekretaris Dinas Ketua Tim
2. | Kepala Bidang Drainase dan Bina Pemantau Sesuai Bidang
Jasa Konstruksi Layanan
3. | Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantau Sesuai Bidang
Pembangunan Jalan Layanan
4. | Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pemantau Sesuai Bidang
Monev Jalan Layanan
5. | Kepala Bidang SDA dan Irigasi Pemantau Sesuai Bidang
Layanan
6. | Kepala Bidang Penataan Pemantau Sesuai Bidang
Bangunan Layanan
7. Kasubbag. Umum dan Sekretaris Tim Sekretariat Tim
Kepegawaian
8. | Staf Pelaksana
a. Analis Rencana Program dan Sekretariat Tim
Kegiatan
b. Analis Organisasi Sekretariat Tim
C. Pengelola kepegé@vaian Sekretariat Tim

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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NO

JABATAN DALAM
TIM

URAIAN TUGAS

Menelaah permasalahan hasil Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik sesuai
dengan tugas dan fungsi sub unit; dan
Mengoordinasi pemenuhan administrasi Survei
Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik
sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit.

Sekretariat

Membantu menyediakan sarana dan prasarana
serta kelengkapan administrasi yang
dibutuhkan dalam mendukung proses Survei
Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik
di Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten
Banyumas;

Membantu mengoordinasikan dan
mengkomunikasikan proses Survei Kepuasan
Masyarakat pada pelayanan publik di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; dan
Membantu menyajikan hasil dokumen dalam
bentuk paparan atau media lain dan
mempublikasikan atau mendistribusikan
dokumen dengan tujuan penyebarluasan
dokumen.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 050 / /2024

Tanggal : 08 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN DAN ADUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO JABATAN / NAMA lABAT.ﬁ]:lPADA KETERANGAN
(1) (2) (3 (4)
1. | Kasubbag. Umum dan Penanggung
Kepegawaian Jawab
2. | Analis Organisasi Sekretaris Tim
3. | HARTANTI, S.Sos Sekretariat
4. | TUTI MARIARINI S.Sos Sekretariat
5. | BAKTI GUNARTO, ST Pengelola Aduan
6. | MOHAMAD WILDAN ULUM Pengelola Aduan
7. | NAZULA WARDAH, ST., M.Eng. Pengelola Izin Pemanfaatan Aset
Layanan Irigasi
8. | KABUL RAHAR]O, ST Pengelola GSS dan Peil Banjir
Layanan
9. | SUPRIYANTO Pengelola GSS dan Peil Banjir
Layanan
10. | INEN PITOMO, ST. Pengelola PBG dan SLF
Layanan
11. | DINAR AULIA RAHMA Pengelola PBG dan SLF
Layanan
12. | AMALIA ITSNA NURUL H Pengelola PBG dan SLF
Layanan .
13. | DWIKY BAGAS Pengelola PBG dan SLF
) ~ Layanan
14. | ANJAR DEVAN P Pengelola PBG dan SLF
Layanan
15. | HAJJA PRADANA Pengelola PBG dan SLF
Layanan
16. | NUR HIDAYAT S Pengelola PBG dan SLF
Layanan
17. | RIA PUTRAYANA Pengelola Pemanfaatan Tanah
Layanan Milik Jalan (Rumija)
18. | M. IQBAL CHANANI, ST Pengelola Sewa Alat Berat & Uji
Layanan Laboratorium Konstruksi J

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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NO

JABATAN DALAM
TIM

URAIAN TUGAS

Pengelola Layanan

Melaksanakan operasional pelayanan publik
sesuai dengan tugas dan fungsi sub
unit/Bidang berdasarkan SOP;

Mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi operasional pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan, sesuai dengan tugas dan
fungsi sub unit/Bidang;

Menelaah permasalahan hasil pengelolaan
operasional pelayanan publik sesuai dengan
tugas dan fungsi sub unit; dan
Mengadministrasikan operasional pelayanan
publik yang dikelola.

Pengelola Aduan

Melaksanakan operasional layanan aduan
pelayanan publik berdasarkan SOP;
Mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi layanan aduan pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan;

Menelaah  permasalahan layanan aduan
pelayanan publik; dan

Mengadministrasikan layanan aduan
pelayanan publik yang dikelola.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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Lampiran VII: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas

Nomor
Tanggal

. 050 /

/2024

: 08 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO JABATAN / NAMA IABAT.?IJ:/[PADA KETERANGAN
(1 (2) (3) (4)
1. | Sekretaris Dinas PU Ketua
2. | Kasubbag Umum dan Sekretaris Tim
Kepegawaian
3. | TRIYO HANDOYO, ST Pengelola Inovasi Sekretariat dan UPTD
4. | MIFTAKHUL TAFRI MUKHTAR, Pengelola Inovasi Bidang Pemeliharaan
S.T dan Monev Jalan
5. | RAMADHAN DWI PRASETYA, S.T. Pengelola [novasi | Bidang Perencanaan dan
Pembangunan Jalan
6. | MUGI SANTOSO, S.T. Pengelola Inovasi | Bidang Sumber Daya Air
dan Irigasi
7. | MUPUT PRIMANDA, S.T Pengelola Inovasi Bidang Drainase dan
Bina Jasa Konstruksi
8. | DINAR AULIA RAHMA, S.Ars. Pengelola Inovasi

Bidang Penataan
Bangunan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PEKERJAAN UMUM

JI. Jend. GatotSubroto No. Ill -5 PURWOKERTO 53116
Telp.(0281) 637038 Fax. (0281) 638027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 030 / /TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan
dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah
ditetapkan  Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas ;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi

Publik, selain informasi yang dikecualikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemrintah
Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah KabupatenBanyumas Tahun
2018 Nomor 81) ;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN :

Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Informasi
Publik yvang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat
dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara
serta merta.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia
setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus
selalu ada pada setiap Badan Publik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas.



KEEMPAT

KELIMA

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta
merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA,
adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar
biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banyumas.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PEKERJAAN UMUM

JI. Jend. GatotSubroto No. lll -5 PURWOKERTO 53116
Telp.(0281) 637038 Fax. (0281) 638027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050 / JTAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan
dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah
ditetapkan  Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas ;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi

Publik, selain informasi yang dikecualikan ;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemrintah
Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

~ TTexdmamre TTenvdmmer MNarmnr 14 Tahiin 2002 tftentano



Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Publik di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah KabupatenBanyumas Tahun
2018 Nomor 81) ;

11 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Daftar Informasi Publik Yang Di Kecualikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Di Kecualikan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri
atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib
diumumkan secara serta merta.
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia
setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus
selalu ada pada setiap Badan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta
merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA,
adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar
biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banyumas.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya
maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
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Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Ji. Jend. Gatot Subroto No. I}l -5 PURWOKERTO 53116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 050/ 0024 /2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemenntah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan
standar pelayanan publik

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kineria dan kuaiitas penyelenggaraan pelayanan dimsaksud
huruf a, maka peru ditetapkan standar pelayanan publik

dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas

Undang-tUndang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Peilayanan Publik {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor §587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
tfentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357),



KELIMA

Surat Keputusan i mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan
seperiunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM




A. STANDAR PELAYANAN

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Peckerjaan Umum Kabupaten
Banyumas

Nomor : 050/ 0024 /2024
Tentang Penetapan Standar Pelayanan
Pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas

Tgl 02 Januari 2024

1. Permohonan Garis Sempadan Saluran;

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. Persyaratan 1. Surat Permohonan;
2. Sertifikat tanah;
3. Site Plan;
4. Gambar Penampang Saluran,;
5. Surat Pernyataan Tidak berkeberatan;
2. Sistem, a. Surat permohonan Rekomendasi dari
Mckanisme dan Kepala DPMPPTSP;
Prosadu b. l?isposisi ke Bidang SDAI,
¢ Survey Lapangan;
d. Pembuatan Konsep Rekomendasi;
e. Perselujuan Kabid SDAI;
f. Pengesahan Rckomendasi Kepala Dinas
dan dikirim ke DPMPPTSP
3. Jangka Waktu 5 Hari
Pelayanan
4. Biaya/Tarf Gratis /tidak dipungul biaya
Produk Pelayanan | Rekomendasi Teknis Garis Sempadan Saluran
6. Pecnanganan a. Langsung datang ke Dinas Pckerjaan
Pengaduan, Urmum;
saran dan b. Nomor Telepon 0281 - 638027 (Kantor
masukan dinas PU Kab. Banyumas);
c. c-mail:
dpuibanyumaskab.go.id
B. Komponen Manufacturing
No. Komponen Uraian
1

Dasar Hukum

—

Undang Undang no 17 Tahun 2019 tentang




No.

Komponen

Uraian

/ 2015 tentang penetapan garis sempadan
jaringan irigasi.

Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Detail tata

ruang kawasan perkolaan Purwokerto

Tahun 2019 - 2040;

2. | Sarana, Prasarana, a. Sarana :
dan/atau fasilitas Meja, kursi, komputer, alat survey
lapangan, motor;
b. Prasarana :
Jaringan listrik, jaringan internet, Sistem
Informasi Daerah [rigasi;
9: | Rompetensi Minimal pendidikan SLTA
Prigkensa b. Memahami peraturan tentang Sumber Daya
Adr;
c. Mampu mengoperasikan komputer;
4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
Internal 2) Kepala Bidang SDAI;
3) Kepala Inspektoratl Kabupaten Banyumas;

5. | Jumlah Pelaksana 2 orang Pelaksana

6. | Jaminan Pelayanan a. Kualitas pclayanan dan produk layanan

yvang didukung oleh petugas yang kompeten
di  bidang tugasnya dengan perilaku
layanan yang terampil, cepat, tepat dan
saniun;

b, Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon
dengan menggunakan kartu antrian.

7. | Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
Keamanan dan adanya dala yang tersampaikan langsung
Keselamatan ke DPMPPTSP tanpa melalui pihak ketiga;
Pelayanan b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan

serta cap basah, schingga dijamin
keasliannya;

¢. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan dan bebas
dari praktek percaloan, pungutan liar dan
suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
Kinerja (SKM), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi

Pelaksana kinerja per bulan.



2) Pelayvanan Rekomtek Peil Banjir;

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Surat Permohonan;
h. FC KTP;
c. FC Sertifikat Tanah;
d. Sile Plan;
¢. Gambar Arah aliran hujan;
f. Gambar Sumur Resapan;
g. Analisa Hidrologi untuk perumahan non
MBR
h. Sural Kelerangan bebas banjir;
i. NIB OSS;
2. | Sistem, a. Surat permohonan Rekomendasi dari Kepala
Mekanisme dan DPMPPTSP:
Proscdur
b. Disposisi ke Bidang SDAT;
¢. Pemaparan analisa Hidrologi;
d. Pembuatan Konsep Rekomendasi;
¢. Persetujuan Kabid SDAI;
f. Pengesahan Rekomendasi Kepala Dinas dan
dikirim ke DPMPPTSP
3. | Jangka 5 Hari
Waktu Pelavanan
Biaya /[ Tarif Gratis ftidak dipungut biaya
Produk Pelayanan  pegomendasi teknis Peil Banjir
6. | Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan
Pengaduan, Umum;
saran dan bh. Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor dinas
masukan PU Kab. Banyumas);
c. e-mail : dpuwbanvumaskab.go.id




B. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 55 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
Pembangunan perumahan bagi masyarakat
Berpenghasilan Rendah di Daerah;
2. Peraturan Menteri PUPR No. 12 / PRT / M / 2014
tentang  Penyelenggaraan  Sistem  drainase
Perkotaan.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air
hujan.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun
2007 tentang Kcetentuan tcknis Pembuatan
Resapan Air Hujan;
2. | Sarana, a. Sarana :
Prasarana, Mecja, kursi, komputer, alat survey lapangan,
dan/atau motor:
fasilitas b. Prasarana :
Jaringan listrik, jaringan internct, Sistem
Informasi Dacrah Irigasi;
3. | Kompetensi Minimal pendidikan SLTA
Pelaksana b. Memahami peraturan tentang SDA;
¢. Mampu mengoperasikan komputer;
d. Mampu bekerja dalam tim;
¢. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif ;
f. Mampu menilai keaslian dokumen.
4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
Teiaisal 2) Kepala Bidang SDAL
3) Kcpala Inspckrorat Kabupaten Banyumas;
5. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten di bidang
tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
ccpat, tepat dan santun;
h. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
menggunakan kartu antrian.
7. | Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
}fﬂﬂm’dna” data yang tersampaikan langsung ke DPMPPTSP



No. Komponen Uraian
basah, sehingga dijamin keasliannya;

c. Kesclamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per
Pclaksana bulan.

3) [jin Pemakaian Aset irigasi;

A. Komponen Scrvice Delivery

No.| Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Surat Permohonan;
b. Gambar/Peta Situasi (berkala) disertai titik
koordinat;
¢. Gambar/Detail Desain Konstruksi(sesuai jenis
pemanfaatan) terlampir;
d. Detail gambar Konstruksi;
e. Perhitungan Struktur;
f. Spesifikasi Teknis Bangunan Konstruksi;
g.  Manual Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi;
h. Mectodologi Pclaksanaan Pckerjaan;
2. | Sistem, a. Surat permohonan rekomendasi dari  Kepala
Mekanisme DPMPTSP;
dan Prosedur b, Disposisi ke Bidang SDAT;
c. Survey lapangan,
d. Pembuatan Konsep Rekomendasi;
e. Persctujuan Kabid SDAL
f. Pengesahan Rckomendasi Kepala Dinas dan
dikirim ke DPMPPTSP
3. | Jangka Waktu 4 Hari
Pelayanan
Biaya /Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
Produk Reckomendasi Izin Pemanfaatan Asct Irigasi
Pelayanan
6. | Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum;
Pengaduan, Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kab. Banyumas);
sRSHiAn ¢. e-mail : dpuwbanyvumaskab.go.id




No.

Komponen

Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri  Pckerjaan Umum  dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
08/PRT/M/2015 tentang Penctapan  Garis
Sempadan Jaringan Irigasi;
4. Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan Rakyat Republik Indoncsia Nomor :
14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan
Status Daerah Irigasi;
5. Peraturan  Menteri Pckerjaan Umum  dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
05/PRT/M/2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan
dan Perencanaan Teknis Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06
Tahun 2019 fentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039
2. | Sarana, a. Sarana :
Prasarana, Meja, kursi, komputer, alat survey lapangan, motor.
dan/atau b. Prasarana :
fasilitas Jaringan listrik, jaringan internet, Aplikasi e-Paksi,
Peta Digital Jaringan irigasi;
3. | Kompetensi a. Minimal pendidikan SLTA;
Pelaksana b. Mecmahami mckanisme dan prosedur dalam hal
perizinan;
c¢. Mcmahami tentang Penctapan Garis Scmpadan
Jaringan Irigasi;
d. Mcmahami tentang Kriteria dan Penctapan Status
Daerah Irigasi;
e. Mecmahami tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan
Sumber Daya Air.
4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
internal 2) Kepala Bidang SDAI;
3) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5. | Jumlah 1 orang {Pengadministrasi Umum)

Pelaksana




No. Komponen Uraian

6. | Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan vang
Pelayanan didukung olch petugas yang kompcten di bidang

tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
cepat, tepat dan santun;

7. | Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
Keamanan data vang tersampaikan langsung ke DPMPPTSP
dan tanpa mclalui pihak ketiga;

Keselamatan b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
Pelayanan basah, sehingga dijamin keasliannya;

c. Kesclamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per
Pelaksana bulan.

4) Persetujuan Teknis Bangunan Gedung (PBG)

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian

1. | Persyaratan a. Data Tanah;

b. Data Umum dan Ketentuan teknis;

2. | Sistem, a. Verifikasi Dokumen melalui aplikasi SIMBG;
Mekanisme Jika dokumen lengkap maka akan dibuatkan BA;
dan Prosedur Perhitungan Retribusi PBG;

d. Pengesahan Rckomtck PBG beserta penctapan
retribusi PBG;

3. | Jangka Waktu 10 yar jika dokumen lengkap. Maksimal 29 hari.
Pelayanan

4. | Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. | Produk 1. Rekomtek PBG;

Pelayanan 2. Penetapan Retribusi PBG;

6. | Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum;
Pengaduan, b. Nomor Telepon 0281 - 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kab. Banyumas);
masukan ¢. e-mail : dpu@banyumaskab.go.id

B. Komponen Manufacturing



No,

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang Undang no 09 tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraluran pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang
penyeclenggaraan perizinan berusaha berbasis
risiko;

Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021
tentang peraturan pclaksanaan undang-undang
nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan gedung,

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik;

Peraturan Dacrah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Dacrah Kabupaten Banyumas schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah
kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

Sarana,
Prasarana,
dan fatau

fasilitas

Sarana :
Meja, kursi, komputer, alat survey lapangan, motor.

Prasarana :
Jaringan listrik, jaringan internct, Aplikasi SIMBG;

Kompetensi

Pelaksana

a.
b.

C.

Minimal pendidikan SLTA

Memahami peraturan Bangunan Gedung;

Mampu mengoperasikan komputer;

Pengawasan

Internal

1) Sekretaris Dinas;

2) Kepala Bidang Penataan Bangunan;

3) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;

Jumlah
Pelaksana
Jaminan

Pclayanan

2 orang pelaksana

b.

Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
didukung olch pctugas yang kempcten di bidang
tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
cepat, tepat dan santun;

Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan

menggunakan kartu antrian.




5)

No.

Komponen Uraian
dan tanpa melalui pihak ketiga;
Keselamatan b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
Pelayanan basah, schingga dijamin keasliannya;

c. Keselamaian dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktck
percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
Kinerja Sasaran Kerja Pegawal (SKP), cvaluasi kinerja per
Pelaksana bulan.

Sertifikat Laik "ungsi (SLF) Bangunan Gedung

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Dokumen Permohonan Sertifikat Laik Fungsi;
b. Data Tanah;
¢. Data Umum;
d. Ketentuan Teknis.
2. | Sistem, a. Pengajuan Permohonan SLF
e T S b. Verifikasi kele_ngkapan dan kesesuaian dokumen
Standar Teknis;
dan Prosedur c Verifikasi lapangan hasil pemeriksaan kelaikan
fungsi;
d. Penyusunan Berita Acara Verifikasi Daftar Simak;
e. Rckomendasi penyesuaian/perbaikan bangunan;
f. Pemutakhiran pendataan bangunan;
g. Penerbitan Surat Pemenuhan Standar Teknis
{Rekomendasi Teknis).
3. | Jangka Waktu 2 Hari
Pelayanan
Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. | Produk Rckomendasi Teknis
Pelayanan
6. | Penanganan a. Langsung datang ke Dinas Pckerjaan Umum;
Pengaduan, b. Nomor Telepon 0281 - 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kab. Banyumas);
masukan ) = .
¢. e-mail : dpu@banvumaskab.go.id




B. Manufacturing

No.

Komponen

Dasar Hukum

L

. Peraturan Pemerintah Nomor

. Peraturan Pemerintah Nomor

Uraian
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah;
16 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha

Berbasis Risiko;

16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi sccara Elcktronik;

Pelayanan

a. Peraturan Dacrah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah
kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. | Sarana, b. Sarana :
Phasasiii. Mcja, kursi, komputer, alat survey lapangan, motor.
dan/atau ¢. Prasarana:
. Jaringan listrik, jaringan internet, Aplikasi SIMBG.
fasilitas
3. | Kompetensi a. Minimal pendidikan SLTA
Pelaksana b. Memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer/aplikasi
c¢. Mecmahami ketentuan Rekomendasi Teknis
Sertifikat Laik Fungsi
4, | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
HitaraE 2) Kcpala Bidang Penataan Bangunan;
; 3) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5. | Jumlah 1 orang (Pengadministrasi Umum)
Pelaksana
6. | Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang

didukung oleh petugas yang kompeten di bidang
tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
cepal, tepat dan santun;

Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan

menggunakan kartu antrian.



No. Komponen Uraian
7. | Jaminan a. Kcamanan produk layvanan dijamin dengan adanya
Keamanan data vang rersampaikan langsung ke DPMPPTSP
dan tanpa melalui pihak ketiga;
Kesclamatan | P- Sural Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
Pelayanan basah, schingga dijamin kcasliannva;
¢. Kesclamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap.
8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masvarakat (SKM],
Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP). evaluasi kinerja per
Pclaksana bulan.

5. Sewa Alal dan Uiji Loboratorium Konstruksi

A. Komponen Service Delivery

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Surat Permohonan
Identitas Pemohon
2. | Sistem, a. Pengajuan permohonan sewa alat berart;
Mekanisme b. Disposisi Kepala Laboratorium Konstruksi dan
dan Prosedur Peralatan ke operalor;
c. Survey lokasi;
d. Penyusunan dokumen penyewaan alat
e. Pembavaran sewa alat
Mobilisasi alal ke lokasi
g DPengembalian alat dan penandatanganan Berita
Acara Pengembalian Alat
3. | Jangka Waktu |3 Han
Pelayanan
4. | Biaya/Taril Sesuai Peraturan yang berlaku
5. | Produk Jasa Penyewaan Alat Berat
Pelayanan
6. | Penanganan a.  Lungsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum;
Pengaduan, h. Nomor Telepon 0281 — 638027 (Kantor dinas
saran dan PU Kah. Banyumas).
P Y=



B. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja DPU Kabupaten
Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penjabaran Tugas dan Ifungsi UPTD pada
DPU Kabupaten BAnyumas;
3. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 20
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Sarana, a. Sarana :
Prasarana, Meja, kursi, komputer, ATK, Alat berat, Safe
dan/atau Loader, Sepatu Safety, Helm proyek /rompi.
fasilitas b. Prasarana :
Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan.
3. | Kompctensi a. Minimal pendidikan SLTA
Pelaksana b. Memiliki kemampuan di  bidang
pelaksanaan (operator)
c. Mengetahui Standar Mutu Pelaksanaan
d. Memiliki konsep dasar pengetahuan dan
pengoperasian peralatan
4. | Pengawasan 1) Sekretaris Dinas;
Teiternal 2) Kepala Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.
5. | Jumlah 2 orang (Operator dan Asisten)
Pelaksana
6. |Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang
Pelayanan didukung oleh ala-l. yang siap pakai dan petugas
yang kompeten di bidang
7 Jaminan b. Surat perjanjian dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan basah, schingga dijamin keasliannya;
dan ¢.Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
Keselamatan sangat diutamakan dan bebas dari praktek
Pelayanan percaloan, pungutan liar dan suap.
8. | Evaluasi Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),

P L .
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NOMOR S0P

Glo.fu00 27 /2024

TANGGAL

. PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DISAHKAN OLEH

Twaliy JausTovocer. s
99002 1 002
L\l

BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGAS]

PERMOIONAN PENY USUNAN REKOMENDASI GARIS SEMPADANSALUR

KUALIFIKS1 PELARSANA

[DASAR HUKUM.
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10
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14
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16

17

REKAPITULASI PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI

PER TANGGAL 31 Desember 2025

Jumlah Sudah

Dalam Penanganan

Kategori Aduan Ditangani Proses (%)

BENCANA 337 337 0 100%
EKONOMI DAN INDUSTRI 622 620 2 100%
ENERGI 1970 1969 1 100%
INFRASTRUKTUR 28129 27963 166 99%
KEPEGAWAIAN 515 518 2 100%
KEPENDUDUKAN 2788 2787 1 100%
KESEHATAN 2666 2660 6 100%
KEUANGAN DAN ASET 379 875 4 99%
LINGKUNGAN 2632 2623 9 100%
PARIWISATA DAN BUDAYA 677 661 16 98%
PEMBANGUNAN DAERAH 217 215 2 99%
PENDIDIKAN 2434 2426 8 100%
PERIZINAN 1124 1123 1 100%
PERTANIAN 2562 252 0 100%
PUNGLI 419 418 1 100%
SOSIAL MASYARAKAT 4252 4241 11 100%
LAINNYA 33959 33800 159 100%
JUMLAH TOTAL 83372 82983 389 100%

Plt. Kepala DINKOMINFO Kab. Banyumas

BUDI NUGROHOQ, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19780522 199703 1 003



Jumlah

108

10k

20k

10k

Ok

Crafik Penanganan Berdasarkan Kategori

35,9%B00

28, Prs3
4,28224) . )
. 27RGIBT 2 BEEOED 263623 243420 | 930069 :
. . J 1 12AN23 gra6) 62 %620 515513 419118
El ER EE =R ==

379N {RVAR TS

- —— o e — e S i et
Lainnva Sosial kesehatan Pendichkan Perizinan Fhanom Pungh Bencana
Masvarakat dan
Industn
Infrastruktur Kependudikan Lingkungan Enerogn Panwisata hepegawvalan ketangan

dan
Budaya

dan Aset
— —
| B Jumlah Aduan @ Selesai |

Plt. Kepala DINKOMINFO Kab. Banyumas

Pembina Utama Muda
NIP: 19780522 199703 1 003
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Grafik Prosentase Penanganan Pengaduan Berdasarkan Kategori =

Bencana: 0.4 %

% Ekonomi dan Industri: 0.7 %

l ™~ Energi: 2.4 %
Lainnya: 40.7 % —

Sosial Masyarakat: 5.1 %
Pungli: 0.5 %
Pertanian: 0.3 %

__—Infrastruktur: 33.7 %

Kepegawaian: 0.6 %
Kependudukan: 3.4 %
7 Kesehatan: 3.2 %

// Keuangan dan Aset: 0.5 %

\ o Lingkungan: 3.2 %
L)Ariwisata dan Budaya: 0.8 %

Perizinan: 1.4 % — >
Pendidikan: 2.9 % J \ Pembangunan Daerah: 0.3 %

Plt. Kepala DINKOMINFO Kab. Banyumas

BUDI NUGROHO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19780522 199703 1 003



